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Menimbang

Mengingat

KEPALA DESA TUMBANG MALAHOI
KABUPATEN GUNUNG MAS

PERATURAN KEPALA DESA TUMBANG MALAHOI

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA TUMBANG MALAHOI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TUMBANG MALAHOI,

bahwa untuk menjamin jajaran Pemerintah Desa
menjalankan kewajiban sesuai dengan tugas, pokok, dan
fungsi yang melekat pada masing-masing individu;

bahwa untuk meningkatkan dan menegaskan komitmen
dalam menjalankan kewenangan dengan jujur dan tidak
melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme di Lingkungan
Pemerintah Desa Tumbang Malahoi;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala
Desa tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di
Lingkungan Pemerintah Desa Tumbang Malahoi Kecamatan
Rungan Kabupaten Gunung Mas;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republiik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indoonesia Tahun 1999 Nomor 140, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Negara
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);
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Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
6);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun
2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun
2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 Nomor 239,
tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas
Nomor 239.a);

Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung
Mas Tahun 2016 Nomor 353);

Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 31 Tahun 2019
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 468);

Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 32 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 574);
Peraturan Desa Tumbang Malahoi Nomor 6 Tahun 2021
tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tumbang
Malahoi Tahun 2021 Nomor 46);

Peraturan Desa Tumbang Malahoi Nomor 3 Tahun 2022
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Tumbang Malahoi Tahun
2022 Nomor 52); :
Peraturan Kepala Desa Tumbang Malahoi Nomor 4 Tahun
2022 tentang Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan
Pemerintah Desa Tumbang Malahoi (Berita Desa Tumbang
Malahoi Tahun 2022 Nomor 18);

Peraturan Desa Tumbang Malahoi Nomor 4 Tahun 2024
tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa
Tumbang Malahoi (Lembaran Desa Tumbang Malahoi Tahun
2024 Nomor 67);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA DESA TUMBANG MALAHOI TENTANG
PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DESA TUMBANG MALAHOI KECAMATAN
RUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan
dokumen Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi
pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen
melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab,
wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi,
kolusi dan nepotisme.

Pasal 2
(1) Peraturan Kepala Desa ini dipergunakan sebagai acuan
dasar bagi Aparatur Pemerintah Desa Tumbang Malahoi
dalam melaksanakan Pakta Integritas.
(2) Lampiran sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
ini.

BAB II
PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS
Pasal 3
Tujuan  pelaksanaan  Pakta Integritas adalah untuk
meningkatkan  transparansi, memperkuat akuntabilitas,

menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta
memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif,
efisien dan akuntabel.

Pasal 4

(1) Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan bagi Kepala Desa
dan Perangkat Desa Tumbang Malahoi.

(2) Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan juga bag1
kelompok atau organisasi yang berada di wilayah Desa
Tumbang Malahoi yang mendapatkan atau mengelola dana
dari Pemerintah atau swasta.

(3) Pelaksanaan Pakta Integritas didahului dengan
penandatanganan dokumen Pakta Integritas.

Pasal 5

(1) Dokumen Pakta Integritas sebagai mana dimaksud pada
pasal 4 ayat (2), memuat pernyataan atau janji kepada diri
sendiri sebagaimana disebutkan dalam pasal 1.

(2) Penandatanganan dokumen Pakta Integritas oleh Kepala
Desa disaksikan /diketahui oleh Camat.

(3) Penandatanganan dokumen Pakta Integritas oleh Perangkat
Desa disaksikan /diketahui oleh Kepala Desa.

(4) Penandatanganan dokumen Pakta Integritas kelompok atau
organisasi yang berada di wilayah Desa Tumbang Malahoi
disaksikan/diketahui oleh Kepala Desa.



Pasal 6

(1) Format dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud
dalam pasal 5 ayat (2), (3) dan (4), yang merupakan bagian
yang ridak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa
Tumbang Malahoi ini.

(2) Penandatanganan dokumen Pakta Integritas sebagaimana
dimaksud dalam pasal 5 dilaksanakan pada saat pelantikan
bersamaan dengan penandatanganan sumpah janji jabatan.

(3) Dan setiap tahun berjalan sesuai dengan APB Desa, APBD
Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN yang pelaksanaan
serta pengelolaannya dilimpahkan di tingkat Desa Tumbang
Malahoi baik dikelola oleh Pemerintah Desa Tumbang
Malahoi atau kelompok/organisasi yang berada di wilayah
Desa Tumbang Malahoi oleh Perangkat yang menangani
atau ketua kelompok/organisasi.

BAB III
PENGAWASAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 7
Pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas di
lingkungan Pemerintah Desa Tumbang Malahoi dilaksanakan
melalui pemantauan BPD Tumbang Malahoi dan hasil
pengawasan dilaporkan kepada Camat Rungan serta
dipublikasikan kepada warga masyarakat.

Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 7, BPD dapat melibatkan unsur-unsur yang
mewakili, LPMD atau tokoh masyarakat, perguruan tinggi
dan dunia usaha.

(2) Dan BPD dalam melaksanakan Pemantauan berdiri
Independen.

(3) Serta BPD berwenang melakukan evaluasi pelaksanaan
Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Desa.

Pasal 9
(1) BPD selaku pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 wajib menyusun kode etik yang menjadi dasar dalam
tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas.
(2) Penyusunan kode etik sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dilakukan bersama dengan pihak-pihak yang
berkompeten di Desa Tumbang Malahoi.

Pasal 10
(3) BPD berhak mendapatkan informasi terkait pelaksanaan
Pakta Integritas di Pemerintah Desa.
(4) Penyedia Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengacu kepada peraturan perundang-undangan tentang
Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 11

(1) Evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di Pemerintah Desa
Tumbang Malahoi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (2) dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam
satu tahun berjalan.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
oleh BPD Tumbang Malahoi.

(3) Hasil evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan
Pemerintah Desa Tumbang Malahoi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) disampaikan kepada Camat Rungan dan
warga masyarakat desa Tumbang Malahoi.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Kepala Desa  ini dengan
penempatannya dalam Berita Desa Tumbang Malahoi.

Ditetapkan di : Desa Tumbang Malahoi

Diundangkan di Desa Tumbang Mal3
Pada tanggal 29 November 2024
SEKRETARIS DESA TUMBANG MALAHOI,

J

EFRANATHA

BERITA DESA TUMBANG MALAHOI TAHUN 2024 NOMOR 35.
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PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
KECAMATAN RUNGAN
DESA TUMBANG MALAHOI

JI Lintas Kabupaten RT.07/RW.02 Desa Tumbang Malahoi, X 0821-3040-5267, =+ 74560
OSekretariat Pemdes Tumbang Malahoi, W4 tmalahoi@amail.com

Tumbang Malahoi, 27 November 2024

Nomor : 002/83A1/ML/XI/2024 Yth. (Daftar Terlampir)
Sifat : Penting Di -

Lampiran : 1 (satu) Berkas Tempat
Perihal : Undangan Rapat

Dengan Hormat,

Dalam rangka pembahasan Draf Rancangan Peraturan Kepala Desa
tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan di Lingkungan
Pemerintah Desa Tumbang Malahoi, maka kami dari Pemerintah Desa Tumbang
Malahoi mengundang Bapak/Ibu/Saudara (i) untuk hadir pada pertemuan yang
akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 28 November 2024

Waktu : Pukul 10.00 Wib — Selesai

Tempat : Aula Sekretariat PemDes Tumbang Malahoi
Agenda : Pembahasan dan Penyepakatan:

- Draf Perdes tentang SOTK Pemerintah Desa
Tumbang Malahoi; '

- Draf Perkades tentang Pengendalian Gratifikasi,
Suap dan Konflik Kepentingan;

- Draf Perkades tentang Pedoman Pakta Integritas.

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya,
kami ucapkan terima kasih.

ala Desa Tumbang Malahoi,

]

.
17

KEPALA DESA
TUMBANG MALAHO!

Tembusan Kepada Yth:
1. Camat Rungan;
2. Arsip;



L2

Lampiran Surat : Undangan Rapat

e e SR L B R

Nomor : 002/35%h1/ML/XI/2024
Tanggal : 28 November 2024
DAFTAR PENERIMA SURAT

Ketua dan Anggota BPD Tumbang Malahoi;

Perangkat Desa Tumbang Malahoi;

KPMD Tumbang Malahoi;

TP-PKK & Pokja PKK Desa Tumbang Malahoi;

Ketua RT/RW Tumbang Malahoi;

Kader Posyandu Balita, Lansia BKB, KPM Tumbang Malahoi;
Mantir Adat Desa Tumbang Malahoi;

Kepala SMPN 2 Rungan Tumbang Malahoi;

Kepala Sekolah Dasar Negeri Tumbang Malahoi;

Kepala Sekolah TK Veteran & TK Mulia Jaya Tumbang Malahoi;
Pimpinan Pustu Tumbang Malahoi;

Pendeta/Vikaris GKE Sakatik Tumbang Malahoi;

Gembala Sidang GPT Kristus Terangku Tumbang Malahoi;
Gembala Sidang GBI Pondok Daud Tumbang Malahoi;
Ketua Kelompok AHK Tampung Penyang Tumbang Malahoi;
Ketua Pengurus Mushola AL-INAYAH Tumbang Malahoi;
Penyuluh Pertanian Desa Tumbang Malahoi;

Manager CU KC-PH Tumbang Malahoi;

Juru Kunci Betang Toyoi Tumbang Malahoi;

Linmas Desa Tumbang Malahoi;

Karang Taruna Desa Tumbang Malahoi;



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
KECAMATAN RUNGAN
DESA TUMBANG MALAHOI

JI. Lintas Kabupaten RT.07/RW.02 Desa Tumbang Malahoi, K0821-3040-5267, ' 74560
OSekretariat Pemdes Tumbang Malahoi, 04 tmalahoi@gmail.com

NOTULENSI
RAPAT KOORDINASI:
Hari/tanggal ;. L 28 N OVOMSRE. A e
Waktu B AR oS R B S (T 1 e S s L e
Tempat oA Reasieeek. AN DS L T, ... Aaldns. e
Agenda : BeodpeSan.... 40aL... Bk aes. Tnand Krddeoen. Potkbea... \DleRal
Pimpinan Rapat  : l<c?°\L0L'DL$°\(.LSGS\<9\?—:$(\>dSV)S ..........................................
Notulis e R S B L N At S A SRR D
Peserta Rapat : 3. Orang

KEGIATAN RAPAT KOORDINASI:

1. Pembukaan

- Rvigpanar Ouw Me (kasy Yeloxfanan )

— Koo, Sambutan oy elaa QYD (cuy S@\T—.N\)
- Pibouwa ol eala Deta (\SES\LW\ g@c\ %9)

2. Pembahasan

3. Kesimpulan

- ﬂm\""'cqﬂ"l ha®l ek
(S1§ (] X
(e epieias Coten (dragurenn e@ie, Dida Ty Redowman Puka

Tumbang Malahoi, 2? November 2024
Notulis,

ANTO ELDANI, S.IP
(Staf Perangkat Desa)




KECAMATAN RUNGAN

DESA TUMBANG MALAHOI

J. Lintas Kabupaten RT.07/RW.02 Desa Tumbang Malahoi, 082 1-3040-5267,

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

74560

QSekretariat Pemdes Tumbang Malahoi, M4 tmalahor@gmail.com

DAFTAR HADIR RAPAT :

Rapat : Pormbshason BrkeXs. | Tintang, Redoewn, Palds, \nkeagas .
Hari, Tanggal  : o001, 2% N oevooe 2024
Tempat . Ao, Qe evtteniar... YeDas.. oo, Mo
Waktu ;1000 WS, =, SalaSeth oo eehde Ml Nl T L
No. NAMA L/P JABATAN TANDA TANGAN

1. | ISESKAR, S.Pd.SD L Kepala Desa 1.%,, ........

2. | EVI SRIENI P Ketua BPD LY %{;@f .......
3. | ODIFRIANTO L | Wakil Ketua BPD | 3. ({M .......... |

4. | ERNIE P Sekretaris BPD S
5. | SANTI MARLINA P Anggota BPD 5. ?7”’7’# :

6. | HADI PUTRA L Anggota BPD i W ...........
7. | ANTO ELDANI, S.IP L | Staf Perangkat Desa |7..Ad..... T

8. | YAKUB JANUALDI L Kasi Pelayanan 8. %’(l
9. | ETWIN L | KasiKesejahteraan |O9. C@Mﬂv

10. | BERKAT L | KasiPemerintahan

11. | KRISTIAN PANGESTU | L Kaur Keuangan

12. | EFRANATHA L Sekretaris Desa 120 e
= M@WW L | /Z&"MMM 154 ¢

4] kris Lo L] vrer o | Y Mu—
\D | KurRMAS.Q) Paup | P T TP Pxk %ﬂ%ﬁ' &

16 |LILIE S.PY P | kedoa BW.0Y 16-‘3’:@
7 ‘\'/EPI B susant P \{pg\»ug ode lansia |- ,

N |[Cpersin @ S | P | sokedns PrE i

- - RS T pwkis L | Cobmmiawan /%"L/_/ | ;
30" | Papar 4 P | kdda ¢g 09 9%0- R
20| Naw A ant P L adar YJC\C\{o 21 q{DEé/

25 | ~{ i o Vo kadw Dalika 24 ‘ﬁm@
2% | Desher Sstriwim-a| P | Lader 6% g :




NAMA L/P JABATAN TAN Df& TANGAN
24| Mnalia P |Kader Posvandy 2 Bt
X |SeWhuHA 0T | P |Vader ollank 95'@7”‘#

Pimpinan Rapat:




DOKUMENTASI
RAPAT PEMBAHASAN DRAF PERKADES TENTANG PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS
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BERITA ACARA

RAPAT PARIPURNA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TUMBANG MALAHOI
TENTANG PEMBAHASAN DRAF PERATURAN DI DESA TUMBANG MALAHOI
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini kamis tanggal dua puluh delapan bulan sebelas tahun dua ribu dua
puluh empat bertempat di Kantor Desa Tumbang Malahoi, Kecamatan Rungan,
Kabupaten Gunung Mas telah diselenggarakan Rapat Paripurna BPD dalam rangka
membahas Rancangan Peraturan Desa tentang SOTK Pemerintah Desa Tumbang
Malahoi, Draf Perkades tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik
Kepentingan, Draf Perkades tentang Pedoman Pakta Integritas, Keputusan Kepala
Desa tentang Evaluasi Kinerja Aparatur Desa, Keputusan Kepala Desa tentang Hari
dan Jam Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 yang diajukan oleh Pemerintah
Desa.

Adapun rapat yang dimaksud pada poin diatas, dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota
Badan Permusyawaratan Desa. (daftar hadir terlampir)

A. Rincian kegiatan dalam kegiatan hasil Rapat Paripurna BPD terhadap Rancangan
Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa Tahun Anggaran 2024
adalah sebagai berikut:

1. Draf Peraturan Desa Tentang Sotk Pemerintah Desa Tumbang Malahoi;

2. Draf Peraturan Kepela Desa Tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap Dan
Konflik Kepentingan; Dan:

3. Draf Peraturan Kepala Desa Tentang Pedoman Pakta Integritas

4. Setelah dilakukan pencermatan dari seluruh draf peraturan yang disampaikan
oleh pemerintah Desa Tumbang Malahoi, maka seluruh anggota BPD Tumbang
Malahoi telah menyepakati dan menyetujui draf tersebut di atas yang
selanjutnya akan ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan Peraturan Kepala
Desa Tumbang Malahoi Tahun 2024.

B. Dilakukan penyusunan rangkuman dan uraian catatan-catatan atas koreksi
terhadap rancangan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang telah
diajukan oleh Pemerintah Desa dan akan disampaikan pada saat Rapat Bersama
antara Pemerintah Desa dan BPD.

Demikian Berita Acara Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa terhadap
Rancangan Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa Tahun Anggaran
2024 yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA TUMBANG MALAHOI
1. Ketua / Anggota : EVI SRIENI
2. Wakil Ketua/Anggota : ODIFRIANTO
3. Sekretaris / Anggota : ERNIE
4. Anggota : SANTI MARLINA

5. Anggota : HADI PUTRA



DAPAT WTEREN BPD Mg MBAHAS PRAT PERKADES
Terxtads PeEPorau MU CARTA IMTESRITAS
PEME RTAN  PESA TumBaAle MALAHOL KA




